BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR    18     TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN DANA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka penanganan pasca bencana alam gempa bumi di Kabupaten Bantul, diperlukan anggaran untuk melaksanakan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur;
b. bahwa anggaran untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dikaksud huruf a, telah tersedia anggaran dalam pos dana tidak terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006;

c. bahwa anggaran sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dikelola secra transparan dan tertib berdasarkan mekanisme pengelolaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pengelolaan Dana Tidak Terduga Untuk Penanganan Pasca bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Bantul;


	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1994 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul; 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006;


	Memperhatikan :
	Surat Bupati Bantul Nomor 361/2554 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pernyataan  Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Bantul.


	MEMUTUSKAN  :



	Menetapkan  :
	PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KABUPATEN BANTUL




Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

3. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran Kabupaten Bantul;

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;

5. Bagian Leuangan adalah Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;

6. Anggaran adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;

7. Dinas/Badan/Kantor/Bagian yang selanjutnya disebut Instansi adalah Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Pasal 2

Alokasi anggaran dana tidak terduga untuk penanganan pasca bencana alam gempa bumi, lemiputi :

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pemerintahan/perkantoran;

d. perhubungan;

e. perekonomian;

f. pertanian;

g. sosial budaya.
Pasal 3

(1) Dalam pengelolaan dana tidak terduga dibentuk Pengelola yang terdiri dari Tim pengelola, Tim Verifikasi dan Sekretaris Pengelola, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini..

(2) Tugas Tim Pengelola adalah :
a. mengkoordinasikan instansi teknis dalam menentukan skala prioritas kegiatan untuk penanganan pasca bencana (menyusun jadual kegiatan);

b. menganalisis dan memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan hasil kerja Tim Verifikasi untuk menentukan besaran alokasi anggaran kegiatan;

c. mengkoordinasikan dan mengarahkan Tim Verifikasi serta Sekretariat Pengelola dalam pengelolaan dana tidak terduga.
(3) Tugas Tim Verifikasi adalah :

a. Melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran yang diusulkan oleh instansi teknis;

b. Mengkaji dan mengusulkan kelayakan anggaran kepada Tim Pengelola;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Tim Pengelola;

(4) Tugas Sekretariat Pengelola adalah :

a. melaksanakan tugas-tugas administrasi pengelolaan dana tidak terduga;

b. melaksanakan tugas lain yang diberkan oleh Tim pengelola.

Pasal 4

(1) Mekanisme pengelolaan dana tidak terduga untuk penanganan bencana alam, diatur sebagai berikut :

a. Instansi mengajukan anggaran sesuai kebutuhan kepada Bupati Cq. Tim Pengelola;
b. Berdasarkan pengajuan dari instansi Tim Pengelola menugaskan Tm Verifikasi melakukan penelitian lapangan untuk menetapkan skala prioritas dan alokasi anggaran untuk masing-masing instansi.
c. Berdsarkan hasil Tim verifikasi, Tim Pengelola menetapkan skala prioritas dan alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan dan melaporkan kepada Bupati Bantul;

d. Instansi sebagaimana dimaksud huruf a bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang diajukan.

Pasal 5

(1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006;
(2) Mekanisme pertanggung jawaban keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk penanganan bencana alam gempa bumi pada Tahun Anggaran 2006.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 3 Juni 2006

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor      23          Tahun 2006

Tanggal  22 Juli 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490017858
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